
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 86 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSl JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 

Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Daerah, maka 

. perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama sesuai Peraturan Perundang

undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi 

Jabatan Pimpjnan Tinggi Pratama di Lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan 

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243 ) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 64 77); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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10. Peraturan M:enteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

477); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 1907); 

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BLITAR 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian dan Istilah 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kota Blitar; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar 

sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian; 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk 

menduduki jabatan pemerintahan; 

7. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan; 

8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; 
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9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk 

memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi; 

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait 

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam 

hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, 

nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 

pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan Jabatan; 

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi; 

12. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas 

dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas 

jabatan; 

13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas 

jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku 

jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja; 

14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi 

pratama pada Pemerintah Kota Blitar. 

Bagian Kedua 

Maksud, Dan Tujuan 

Pasal 2 

( 1) Peraturan W alikota ini dimaksudkan sebagai pedoman kompetensi yang 

dipersyaratkan dalam rangka mengisi Jabatan Tinggi Pratama di 

lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 

(2) Peraturan W alikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan proses 

promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar sesuai kebutuhan kompetensi, transparan, 

obyektif, kompetitif dan akuntabel. 
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BAB II 

STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Pasal 3 

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Pera tu ran W alikota ini. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku : 

1. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 

Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota 

Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 21); dan 

2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 

Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 

22) sebaga,imana diubah dengan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 

tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota 

Blitar Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 · 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Blitar. 

Ditetapkan di : Blitar 

Pada Tanggal : 22 Desember 2020 

WALIKOTA BLITAR, 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 22 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Rudy Wijonarko 

ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 86 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

AHMAD TOBRONI, S.H 
Pembina Tk I 

NIP. 196709091998031008 
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LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BLITAR 
NOMOR 86 TAHUN 2020 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN 
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BLITAR 

DAFTAR DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

A. DAFTAR JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan, Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat 

Asisten Administrasi Pembangunandanumum 

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan 

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Inspektur Daerah 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah 

t 
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( ) 

Jenis Persyaratan 

3. Fungsional 
IC. Pengalaman kerja 

. Pangkat 
. Indikator Kinerja Jabatan 

197 

Uraian 

- Diklat Pelestarian Cagar Budaya 

Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang pariwisata/kebudayaan 
secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun 
Sedang/pernah mendudukijabatan administrator atau JF jenjang ahli 
madya paling singkat 2 tahun 
Pembina (IV/ a) 
1. Persentase Nilai Budaya yang diaktualisasikan; 
2. Persentase kenaikanjumlah kunjungan wisatawan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

fr} 
AHMAD TOBRONI. S.H. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19670909 199803 1 008 

Tingkat pentingnya terhadap jabatan 
Mutlak I Pen ting I Perlu 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 
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